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MEMBENAHI PARTISIPASI POLITIK RAKYAT :
Strategi Pemecahan Masalah Krisis Kepercayaan publik

Terhadap Penyelenggaraan Demokrasi Di lndonesia

Fajar Apriani
Dosen program Studj Administrasi Nepara

FlSlp Uaiversitas Mulawa.man
Emai[ : fajar_apr@yahoo.com

Abstroct

- ,,i crisis to democracy implementotian m lndanesio has wjdespread not only among the middte: .:: eLite or the learnetl which relative nea.rby. ond hove tnformation occiis io-po"ttticat practices:-1.9 eLite,.but aLso grawing in bottom.middle 
_ctass rlho leeL its impiii inmZaiatety from tne: iicat crisis that hoppen, due ta the weakening ol the effectiven[is i1 p,oitiiiit porties ond..-esentotiv_e institutians in representing. publi. in.terests_ This arttcte trf, ti-io a aemocrocy-:'ementation histary ftashbock that existence politicaL gaps in puatic, wiire- ihi' expe ctation of,..! dream ol democracyis not in Line with the patitical;eoli ty 'tnit ;rriri.i"rii" try ta looking' ' c probLem salving strotegy from paljticol participotion ospeci.

'./ words : Demacracy, pariticat saps, public poriticaL porticipotion, democratic institutional

:.NDAHULUAN

Demokrasi sebagaj satah satu bentuk
::-eiintahan datam sebuah negara

. - rk, l -.kU656aa pemerrntaran yang
: -': dI dar|akyal. baik secara lalgsL,ag
-: rrun metatui perwakjlan. Kata
:--olrasr' oerasal oari ba^asa yunant,
:.-locratia", yang terbentuk dari kata:.ros" yang berartj rakyat, dan.'.ios" yang berarti kekuasaan.lstl(ah

::-okrasi pertama katj diperkenaLkan
: :- Arjstotetes sebagai suatu bentuk
:- erintahan yang menggarjsbawahi_ ..d LeLJasaan berada di talgan ordng.'.at yarg disebJL rakyar. Derok,as.

i:::gai suatu sjstem potitjk di negara
. ::: Yunani Kuno tetah muncut sejak
::lengahan abad V dan lV SM.

5ei.i.lg dergal perkemoangan jaman.
: :'-cTbalga'1 stste- derrokrasi banya^
: ::'apkan dj berbagai negara-negara di_..Perkenoangar oemo[tas. ydng
--,t pesaL juqa telah memurcutkan
:--rembangan konsep demokrasj jtu

;:-:iri.5ubono (2003) mengartikan kata::-okrasi sebagai : (a) bentuk
:.-nerintahan oLeh rakyat baik secara: :slrng maupun meLatui wakjl-wakjtnya
.-i dipiUh oteh rakyat (tidak tangsung),

dan (b) bentuk masyarakat yang
menghargai Hak Asasi Manusia (HA,M]
secara setaTa, memprornosjkan
penghargaan yang tjnggj terhadap
kebebasan, dan rnemberjkan dukunsan
terhadap Lolerals. oa- oe beoair,
l.husJtnya terraoap palddrqa. dankeberadaa- | elo roo. --t elo-npo(
minoritas.

Pandangan Dahl ientane sebuah
demokrasi sebagaj bentuk pemerintahan
idea(nya r.rernjliki : (1) persamaan hakpjtih datam menentukan keDltusal
ko.enti' yang Tengirat, ,2r Da.r r.pa
efektjf, yaitu kesempatan yang sama bagi
Semua warga negara dalam Droses
pemouaLan (epulusar secara korenri.. tll
pembeberar kebenaran, yairu adarya
pelualg yang sama bagl selrap ordng
urtuk menbertkal penilaian ternaoai
jatannya proses potitik dan pemerjntahan
secara [ogis, (4) kontrot terakhir terhadap
agenda, yaitu adanya kekuasaan eksktusjf
bagi masyarakat untuk menentukan
agenda yang ha'us oan yang tidak harJs
drpJtuskal melalLi proses pemerinrahdn,
termasuk mendetegasikan kekuasaan jtu
pada orangla.r aLau lembaga yorg
mewal.lt' .akyar, dar r5t oeriak.rpan,
ya rLJ Lertiputnya rasyaraka( yang
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tercakup semua orang dewasa datam
kaitannya dengan hukum.

Datan -emal'am' demokrasi sebagaj
bentuk pemerjntahan, Diamond, Linz dan
Lipset (1989) pun memitiki pendapat yang
sejalan bahwa terdapat tiga syarat pokok
yang harus ada yakni, (1) Kompetisi yang
sungguh-sungguh dan metuas diantara
nd iv'du dar \elonpok orga.lisasi
(terutama partai potitik) untuk
memperebutkan jabatan-jabatan
pemerintahan yang memitiki kekuasaan
efektif datam suatu periode tertentu dan
teratur serta tidak metlbatkan
penggJnaal daya pemaksa, (2) Partisipasi
Politikyang metibatkan sebanyak mungkin
warga negara (tanpa mernperdulikan ras,
eL'ris, sJkJ, ketas sosiaI dal ienrs
keLamin) datam pemiUhan pemimpin atau
proses pembuatan kebijakan, atau
sekurang-kurangnya terhbat dalam Pemitu
yang dise(enggarakan secara teratur, adjl
dan bebas, sehingga tidak satupun
individu atau keLompok masyarakat
(warga negara dewasa) merasa
dikucilkan, dan (3) Adanya jaminan atau
penghargaan terhadap tegaknya
Kebebasan Sipil dan Politik, yakni
kebebasan untuk menyatakan pendapat,
kebebasan pers, kebebasan untuk
n'rembentuk dan bergabung ke daiam
organisasi (misatnya organisasi massa atau
partai poLitik) yang menjamin jntegritas

kompetisi dan partisjpasi politik.
Partisipasi poLitik sebagai salah satu

syaraL utama dari tega(nya demokrasi.
maka perlu dimaknai dengan tepat.
BJd'a-ojo r1998) menyaLakan pa.tisioasi
potitik adatah kegiatan seseorang atau
ketompok secara sukarela untuk ikut serta
aktif dalam kehidupan potitik, yaitu
dengan jatan mengambil bagian datam
proses pemitihan penguasa atau
mernpenqaruhi seleksi pejabat-pejabat
negara dan / atau tindakan-tindakan yang
diambit oteh mereka, dan secara [angsung
atau tidak langsung, mempengaruhj
kebiJaKar pemerintal'. Ma (a memahani
konsep yang derikian itJ. parL sipasi
potitik rakyat dapaL berupa pemberian
suara datam Pemitu, menjadi anggota
partai atau kelompok kepentingan,
mencatonkan dirj menjadi anggota
partemen dan sebagainya.

lndonesja merupakan salah satu
negara yang mempergunakan sjstem
pemerjntahan demokrasj, namun
dipadukan dengan landasan negaranya
yaitu Palcas ta. sel^ingga ke.1Jdian
lndonesja menganut sistem pernerintahan
Demokrasi Pancasita, dengan ciri datam
penye(esaian masalah-masatah
nasionatnya menempuh jatan
permLsyallaratan untuk mencapar
mufakat.

P.al.te{ potiti\ dal kinerja
ketembagaan demokras. dr lndonesia
setana ini menunjJlkan k.isis
kele roaqaan politik yarq diwarnar
distokasi-dislokasi politik, baik di datam
partal politik, lembaga Dewan maupun
Iembaga pernerintahan.Distokasi potitik
yang demikian itu seharusnya tidak
terjadi da(am sistem dernokrasj yang
bekerja secara inktusif mengakui adanya
pe bedaan paldangal pol'tik sebagai
sesuatu yang sah sebagai perwujudan
etika-potitik demokrasi, kebebasan dan
kesetaraan bagi semua dj dalam
potitik.Krisis kelembaqaan potitik
menciptakan timbulnya krisis
kepercayaan dari pubtik terhadap praktek
demokrasi di lndonesia, yang kemudian
be'imbas pada menurunlya partis'pasi
politik rakyat.

PEMBAHASAN

Krisis Kepercayaan terhadap Demokrasi
Di kalangan publik di lndonesia kini

berkembang luas krisis kepercayaan
terhadap praktek penyelenggaraan

!:! i

demokrasi. Ketidakpuasan dan
kekecewaan muncut dan berkembang di
masyarakat terhadap kinerja lernbaga-
tembaga potitlk demokrasi, diantaranya
partai politik, lembaga Dewan dan
tembaga-lembaga pengambit kebijakan di
tingkup pemerintahan, datam
merepresentasikan kepentingan pu btik.
Berbagai bentuk penyalahgunaan
potitik kekuasaan ditakukan etit potitik
terpitrh dari peryetenggaraan den'ok.asi.
seperti misalnya kasus-kasus korupsi di
katanqan elit, money pol,tics datam
Pem j(u hingga tidak efektifnya
penyetenggaraan pemerjntahan dalam
upaya men jngkatkan kesejahteraan rakyat

F=-
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aan dalam mewujudkan keaditan
os al.Apabila Lidak segera draras'. krisis
roLitik ini dapat menimbulkan
:etegjtimasi demokrasi.

Hasit survei tembaga rjset pohtik
'rdo-Barometer menyatakan bahwa

iebagian katangan masyarakat merespon
,rrisis poLitjk dengan sikap programatik
"']engacu pada praktek politik yang telah
lltakukan setama ini dengan mengkritjsi
.adaan sekarang dengan mencari jalan
.eLuaT secara milerianistik kembati ke
-asa latu memimpikan kembali hadirnya
l,.merintahan otoritarian di masa [aLu

rada masa pemerintahan Orde Baru.
',amun di tengah pesimisme potitik itu,
.ebagian lain masih ada yang
ienunjukkan sikap politik tebih proyektif
.e depan dengan rnengkritisj keadaan
j:karang sambiL mellhat secara ideatistik
^emungkinan hadirnya demokrasi yang
.bih poputjs sebagai atternatif untuk
-emperbaiki demokratisasj yang sedang
:erkembang sekarang ini (Trijono, 2011).

Memperhatikan hasiI survei tersebut,
:'kap potjtik yang pertama menunjukkan
.:hwa terdapat kerinduan akan
-:mbalinya masa [alu, sedangkan sjkap
,.Litik yang kedua menunjukkan
:eatisme masyarakat yang merl]impikan
::rkembangan den'tokrasl yang Lebih
::ospektif di masa depan. sikap-sikap
:,.titik tersebut muncut sebagai reaksj
::as lepasnya muatan substansj pohtik
::mokratis dari ketembagaan-
-.tembagaan politik yang temah datam
-3reatjsasjkan ideatisme potjtik
r.mokrasi, dimana lembaga-lembaqa
::'sebut lebih banyak terhbat datam
:arsoaLan internaI daripada menyuarakan
-:pentjngan pubtik, yang dengan singkat
. :la akhirnya memunculkan kesenjangan
- rtitik dl masyarakat.Keadaan yang
::mikian membutuhkan pemecahan

yang
memperbaharui bekerjanya ketembagaan
potitik demokrasi.ApabiLa kesenjangan
politik tetah mampu diatasi, maka
be. kJLrya aoatah merJmLskan sLraLegi
pemutihan kembati partisjpasi poLitik
rakyat yang telah tersurut akibat
kekecewaan dan ketidakpercayaan pada
dernokrasi yang kian metuas.

Sejak reforrnasi potitik berguLir pada
tahun 1998, Pemitu telah diselenggarakan
tiga kati, yajtu pada tahun 1999, 2004 dan
2009.Praktek seLeksi dan pemitihan akior-
aktor potitik yang terpilih diseienggarakan
dengan tidak mendapat pengawatan dan
kontrol yang ketat dari pubtik, sehingga
Lida( memperolel kLahtas agensi-agens'
potjtik yang memadaj datam memikuI
tanggungjawab untuk mereprentasjkan
kepentjngan pubLik atau konstjtuennya.

Kernudian pada ranah ketembagaan
potjtik, yang terjadj adatah senantiasa
mengadopsi modet-modeI ketembaqaan
ekonomj potitik tiberal atau neo-liberaL,
dengan masih adanya unsur pembangunan
ata Orde Baru, rasionatisme birokrasi dan
proseduratisme potitjk juga hukum y:lng
djjkuti dengan adanya kontrak sosjaL atau
kontrak potitik oteh subjek-subjek potitik
individual der.i kepentingan perbajkan
ekonomi, yang menekankan kesetaraan
da.l "eoeoasa_ caLa_r p "L_-- ae'o--as'
serta pengorganisasian potitjk. !,a L. !
pemerjntahan Orde Baru meF a_:
re-iI.gqaLka.l l o tfLit sosiar a-'o-.r --'
ekonori da1 pol Li, . ya,lg - e- -o :
membawamasyaTakat ndonesia paaa
masa transisi menulu demokrasj.

Praktek demokratisasi di lndonesta
seharusnya diawaU dengan pembentukan
agensi-agensi politjk dan petembagaan
potitik yang dapat mengjkuti adanya
[ogika perbedaan dan kesetaraan datam
sistem demokrasi . Agensi - age n si potitik
seharusnya memitikj identitas poLjtik yang
rekonstruktif dan ketompok-keLompok
maju daLan] berdemokrasi metalui
pendidikan potitik, kaderisasi dan
pengorganisasian potitik datam rangka
pengernbangan demokrasi.

Pada awal reformasi tahun 1998,
respon pubtik terhadap perubahan politik
beragam. Sebagian daerah ada yang
meresponnya dengan melakukan

- asalah.
Pemecahan masalah atas

".senjangan poutik tersebut dapat
: .akukan datam dua tingkat, pertama
r:da tingkat subjek-subjek potitik,
::dangkan yang kedua adatah daiam
: igkat berjalannya ketembagaan potitik.
: -bjek.subjek potitik pertu ditingkatkan
-:sadaran dan komitmen potjtiknya dalam
' . - dorong per(e.nbargan demokrasi.

- ]MIN STRAT O SSN r2087-0825



52 Jurnal llmiah AdministrasiPublik dan Pcmbangunan,

penyesuaian-penyesuaian substansial
nilai-nitai demokrasi ke dalam kuttur
demokrasi lokal sehingga demokraLrsasi
tidak menemui banyak hambatan. Namun
dj sebagian daerah tainnya meskjpun
transisl poLitjk berjatan retatif stabit,
demo (raL'sas1 yanq berlangsunq d'warnai
ambivatensi-ambivatensi pohtik, dimana
di permukaan secara prosedural tarnpak
demokratis. namun di balik itu
sesungguhnya beriangsung semacam
praktek di balik Layar atau 'negara
bayangan', adanya sentratisme potjtik
lokat, dominasi etit otigarkhis dan praktek
KKN (Kotusi, Korupsj dan Nepotisme) yang
masih terus berlangsung. Sementara itu di
sebagian daerah lainnya, jatuhnya
pemerinrahan O'de BarJ dar transisi
po.itil TenujL demokrasi Justru diwarnai
gejoLak poLitjk dan konftik sosial
(Nordholt dan van Ktiken, 2007).

Namun demikian, dalam Pemitu
tahun 1999 hingga 2004 terdapat
kemajuan perkembangan poutik, dimana
partisipasi rakyat datam mernberikan
suaranya lebih baik, tidak berkembangnya
money politics akibat pengav/asan ketat
yang dilakukan lembaga-tembaga
pengawas Pemitu dan pengawas swadaya
masyarakat. Sehingga dapat dikatakan
bahwa pengharapan untuk ketuar dari
krisis ekonomi dan gejotak politik pada
masa itu sangat besar dan ditaksanakan
secara bersama dengan baik.

Tetapi pada Pemilu tahun 2009,
kuatjtas demokrasi merosot tajam.
Pencatonan kader-kader partai yang akan
duduk di ternbaga Legislatif ditakukan
dengan tidak banyak metibatkan
partisipasi dan kontrot pubtik.
Penjaringan caton aktor-aktor terpiUh
melatui konvensi atau diskusj pubhk atau
rapat terbuka dihadapan konstituen,
sehingga diperoteh agensi-agensi poLitik
yang merepresentasjkan kepentingan
publik atau konstituen tidak ditakukan
unLuk memperbaiki kuat'tas demokrasi.
khususnya kuatitas penyetenggaraan
Pemitu. Demikjan puta, sistem perwakitan
dijatankan menggunakan sistem
proporsional berdasar jumLah 5uara
diperoteh di suatu daerah pemihhan
(dapit) mengandung banyak ketemahan
oagi oerlangsungnya polit'k represenlasi,
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sebab membuka petuang bagi siapa sa-.
aktor-aktor politik dari Luar daerah ata-
wilayah yang ditunjuk partar' dapa:
mewakitj dapil atau wilayah penritiha-
sehjngga tidak muncul calon-calon aktr
poLitik terpitih yang benar-be..a'
mengakar dan dekat dengan konstitr-rs-
atau komunitas sebagai agensj-age|s
potitik yang merepresentasjk--
kepentingan pubtik,komunjtas e3'
konstituen.

Sistern perwakitan
mendorong sjrkutasj poLitik yang har_"a

bertangsung di katangan etit cai'
menciptakan banyak masatah Lerjadi".."
distorsi keterwakitan politik. Tjc*
adanya pengorganisasian potir'.
menjadikan permintaan politik a-.a,
pengetompokan kepentingan-kepentinga-
potitik tidak terartikutasi dalam potjtik.
meoyebabkan caton-caton terpiLih tida.
mernjliki pjjakan kekuasaan yang kue:
dihadapan konstituen yang tida.
mengetahui siapa saja dan kepentingar
apa saja yanq diwakili, dan demikian pu[.
sebatiknya konstituen pun tidar
mengetahui dengan jetas siapa yanE

sesungguhnya mewakj(j kepentingan
mereka di dalam lnstitusi demokrasi. Hat

tersebut pun kemudian menjadikan
banyak caton-calon aktor potitikterpilih
menggunakan money politics unluk
memperoLeh dukungan dari konstituen,
yang mengakibatkan
moratjtas potitik bangsa.

merosotnya

Maka sejak saat itu, masyarakat
lndonesia pun mengatami kejenuhan
potitik atau tebih jauh taqi dapat disebut
mengataml kekecewaan terhadap praktek
demokrasi. Sejumlah penyebabnya antara
tajn lemahnya kaderisasi dalam partai
politik, maraknya praktek money politics,
merosotnya kredibjlitas etit potitjk akibat
tersandung kasus korupsi dan masatah
morahtas potitik lajnnya. Masyarakat pun
menjadi kurang antusias terhadap praktek
penyetenggaraan potitik demokrasi dan
kepercayaan puo, ih terhadap kinerja
tembaga demokrasi pun kemudian pudar,
menjadi tanda-tanda kemerosotan
kuatitas demokrasi di lndonesia.

Dalam sistem demokrasi sedang
berkembang sebagaimana di lndonesia
saat ini, tingkat partisipasi merupakan
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tanda poLitik yang pentjnq untuk
mengukur kualitas demokrasi. pada saat
rakyat merasakan kebutuhan dasar dan
hak-hak ootjriklya tjoak Lerpenurt, atau
tldak ada l-a.apan unLut terpeauni, maha_lerela aLaa ceroerL,ng be.stkap apatls
Ie.l'aoap proses potitih ydrg seddng
Derlanqsurg rTrijolo, iOtil.pu6unu,
dalar srsrer demohrasj, fa(Lor rakyar
sangattah menentukan.Oteh karena itu,
Lembaga-lembaga demokrasj perLu
direvitatisasi menjadi tebih berarti agar
od' LisrDasl publit dalam polit,f daparIemba,t mentngkat oan kualttas
demokrasi pun terbenahi.

Menurut Soetrisno (1995) re|dahnya
oar tisioast 6asyar akat patinq LioaK
d'sebabkar ttga ha-baLar. oeflama
adaiah Delun djDahamtlya makna korsep
oartlstpast yaag sebenarn\a oleh pina.
De'elcala da.l peraksat a
oer ba ngLnan. Djmana defirisr p6.1151p65.
di kalaagar apatar pe-encara dan
oetaksand pe,roangunan aoalah kemduan
rakyat untuk mendukung secara rnutlak
0'oqra.]-p'ogram oe.lerinLah yarg
d'rdncang da1 diteltuhan tulJannva olen
oe,l1erj.lLah. Kedua. mLnaLhvd reaksibaht yarg datalg dari masvarakat
,ebagal akjbar diper laljLannya
oe-bangunal sebagat joeo(oqi bar u d-donesla. Sebdga. suatu joeoloqi, rraka
oe-bangltna . I aru5 ojamarka- dan
diJaga ketat yang pada akhirnya-re'r Ln(ulIan .budaya diarr, sebagai- anrfestasi l. eenggalaa r6ryal
be.partisloasj.Llamoatan het.ga yajtur-ahrya oa.t islDasj masya,aka- berakar)ada ba-yal peratL.ar perunde,.rg-
Lnoanga-'t yang.''te.edam lei-ginan .ahyar
--1u1. berpa.t,slpasi. pdda riti" initan-akyar oengdn sadar dan sengajadirendahkan dan ditemahkan
Dartjsjpasjnya.

Fundamentalisme Demokrasi partisioatif
HaI ya.g fLldan,ental di d;tam

aemokrasj sebagaimana dikemukakanreh Sen r1999) aoatah hidup dj datd-n
-ebebasan. ydng delgar rtL L,ap suo]enro.r-ik oebas Tenya.1palkar orkjrar)J'ndapat. berbicara. meneltJkan
JI ran-pllihar oar rLjLtan-tJjLan data-
'roup.

]DM N STRATIO

Fa)at Ap|ar)j Menbenahi portisipdsi patitik Rokydt 5j

Ma(a datar l-dl ln . demok.asl yang
berkernbang akan memperluas kebebasan
nyata dan memperkaya makna hidup bagi
riap't'dD 5.rbjek warga nega.a. sehjlggare-jddilar koridupar pubh\ letih
be.nal.ra. RaayaL twarga aegara oewasa)
daoat berparLisioasj dj datam pol tik
dengal bebas dar leb,l^ be,Takra.Da.am
sislem denoLras' yalq oebas dan
LerbLka. keoebasan rienyampalkaa
ptl(,.an da1 oendapal d.katangan sub.jek
Potilil aFar menu1b.thkan
berkembargnya oiskus publit,, yd-gselanjut.ya a,/an menumbuh(an
berkembangnya naLar pubtjk berupa
munculnya kepedutian pubtjk terhadap
ma5alah-rrasa,ah yalg dlhadapr bersdma.
Pada ko.disi rnila- kemudian akan
menjadi jelas perbedaan antara sistem
otokrasi dengan demokrasi.

Pada sistem otokrasi, masatah-masalah pemoangJnar sepe, t,keniskinan. r erusakan lrrghungal,
pelanggara|^ tjArla. lon,hk sosjai at jbar
p'oses pembalgUlar. dat sebagainyaaha. ce-derLlq dttLrJp lurL,pl oteh
penguasa. sedalglaa d dala- demok.asi,
masa(ah-masatah tersebut bisa dicari
pemecahan masaLahnya metatui djskusj
pubtik yang berkembans.

lrdoresra s"ra.ari .rr l.ls-.1 o.lra
rreaer aDl an de-o-.a. Da--..0.I,-
naFrJn sedafg ne- D.a.[e--]- ce-o..a.
prosedurat atau UberaI agregai:f ;d.i=mengandatkan bahwa kerer,.,ahr.:.r
kepentlnga, pLbllt, de -ga1 e .o 

, -
aka" ber [angsJng Le[i.a .orr,a. .os].
drcapaj sebagai" ala d,wLj-d, a.l a".a .

Pembentulan hu^ur- oan pe16g.,s.
drpaldang sebagai keheroal ber sama
bagi 

, 
heperL,ngan publtk. paddhat y"rg

demil.lan itL menjaotkan poljttk be.Ubah
menjadi sekumputan prosedur hukum dan
Deratu.an. sehjngga prakLek kekLasaan
kehilangan djmensrrya yalg seha,usrya
kor''tJail.arir dan kapastldsnya dapaL
mengaLast d'sloLas. dar artaqon 5mepol,tlk. jLstru harya me"ladi sekedar
oloriLatif rrenja{an(ar orosedur rukLmoar . peraturan. SeTakln kuatryd
Proseduralisme dan teknokratjsme datam
Praktek demo^rasj ter seou!, maka
demokrd tisasi dr Indonesta a<an
terdistorsi (Trijono, 20t I ).

I
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Gagasan demokrasi partisipatif
sesungguhnya dapat ditetusurj dari
pemikiran Rousseau yang mengatakan
bahwa waklt rakyat yang duduk di
tembaga Legislatifakan bersifat korup dan
menipu rakyatnya. Rousseau juga
menotak keras adanya pendapat bahwa
setiap orang dapat membuat lJndang-
undang atau peraturan atas nama orang
lainnya. Rousseau sangat yakin bahwa
rakyat sendiritah yang dapat membuat
aturan yang sesuai dengan
kepentingannya, hingga ia menqhimbau
sebaiknya jangan mempercayakan tugas
itu pada orangtain {Sirajuddin, 2006).

Datam demokrasj partisjpatif,
partisipasi pubtik dimaksimatkan metalui
berbagai cara di berbagai tingkat dan
bukan semata dalam proses politik seperti
PemjLu. Daht datam satah satu tulisannya
menyerukan bahwa demokrasi hendaknya
djperiuas ke tempat-tempat dimana
warga negara dewasa menggunakan
sebagian besar waktu mereka di tempat
kerja.la menyadari bahwa fakta yang ada
di seturuh dunia menunjukkan bahwa
hubungan antara pekerja dan majikan dj
pabrik dan perusahaan, baik mjLik swasta
maupun mitik negara, tidak
mencerminkan adanya Semangat
demokrasi.

Proses institusionatrsaS' de'noLrasi
partisipatif akan terdorong melatui
desentratjsasj dan devolusi kewenangan
<e trngkaL to(aI karena partisipasi
maksimum publik dapat ditingkatkan
dengan mengurangi ukuran dari unit
penganbilan keputLsan. Demok'as'
partisipatjf memfasiljtasi terbangunnya
institusj rakyat yang memungkinkan
bertangsungnya solidaritas antar individu
dan upaya ko lektif. Kebe rad aa n komite
warga, forum warga, dan bentuk-bentuk
asosiasi lannya dianggap strategjs untuk
nengimptemeltasihal (onsep demokrasi
partisipatif, karena di dalamnya
memungkinkan terciptanya diskusi publik
yang menumbuhkan dan mengasah natar
pubtik untuk peduti terhadap rnasatah-
masalah pubtik. Hasit dari kesePakatan
yang dibuat secara partjsjpatif akan tebih
dapat diterima dan tebih efektif dalam
penerapannya, mengingat bahwa

partisjpasi sesungguhnya adaLah' jantung'
dari demokrasi.

5ejumtah kondisi yang terkait dengan
konteks tingkunqan yang mampu
mendukLrng peneraoan demokrasi
partisipatif antara lain (1) budaya
egalitarjan, (2) basis tegal untuk
partisipasj, (l) proses detiberatif dalam
pengambjtan keputusan, (4) keterbukaan
sistem komunikas' dan informasi.
Berkenaan dengan budaya egalitarian,
datam demokrasi partisipatif sedapat
rnungkin warga dipertakukan secara
setara (egatiter). Padahat datam
tingkLngan masyar a^aL lndonesta
feodalisme dan patrimonjaljsme masih
cukup mengakar atau tingkungan
masyarakat masih biasa mengkotak-
kotakkan diri datam kelas sosiat. Dalam
hal ini, warga yang termasuk datam
gotongan yang pandai, berkedudukan dan
kaya akan lebih berpengaruh dari
ketompok sebatiknya.

Untuk kondisj tingkungan yang kedua,
partisipasl yang bersifat poputer
membutuhkan pertindungan hukum dan
dukungan berbagai peraturan. Tanpa
mandat format dan tanpa menghapuskan
tertabih dahulu aturan yang menghambat
partisipasi poljtjk pubtik maupun aturan
yang bersifat diskriminatif, maka proses
penyelenggaraan demokrasi partisipatjf
pun akan terhambat. Kemudian untuk
kondisi tingkungan yang ketiga berupa
proses deliberatif datam pengambitan
keputusan, preferensi seseorang datam
mengambit keputusan harus ditakukan
secara lebih bertanggungjawab. Adapun
cara metakukannya adatah dengan
menstimutasi perolehan informasi yang
tebih baik dan menyeturuh. Proses

deuberatjf menuntut adanya kebiasaan
berdiskusi yang ba1k, mengemukakan
pendapat, dan mendengarkan pendapat
oranglain. Wataupun konsep proses
deliberatif ini tampak baik dan menarik,
namun faktanya tidak sedikit oranq yang
menentang dengan atasan untuk
metestarikan harmonisasi dan kerukunan
sehingga berbagai bentuk perbedaan
pendapat pun berupaya dihindari.

Selanjutnya mengenai poin keempat,
keterbukaan sistem komunikasi dan
informasi merupakan hal penting datam
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memuluskan proses deliberatjf daLam
pengambilan keputusan. Tanpa intormasj
yang baik. keputusan yanq diambjl akan
.nengandung bjas. Datam hal inj Deran
media massa dan le r]baga-tembaga
peneliLt'an yang ber sitaL independen
menja0r sangaL signj.ikan sebagaipenyedia jnformasj yang dapat
meningkatkan kesadaran a,(an komDetensl
pubtlk untuk berpartjsipasj.

Datam sudut teorj potitjk, terdapatdua paham teo , yakni teon
Po rt i.i potory Demo. racy yang menggugaL
paham teori EIite Democrocy (Gibson
datar Si.ajuddin. 2006,.paham Elite
Democrocy mehhat hakekat manusia
sebagai makhluk yang mementjnqkan dirj
sendiri. pemburu kepuasan dlri p badi
dan menjadi tioak rasjonal terutama jika
mereka datam keLompok.OLeh karena jtu
datam hat terjadi konftjk kepentjnganantara ke(ompok-kelompok datam
masya.akat. maka pembuatan kepuLusan
sepenuhnya merupakan kewenanqan dari
ketompok elit yanq menjalankan
oeneri n Lahan. Kataupun peran serta
masyarakat itu ada, petaksanaannya
hanya terjadi pada saat pemjLjhan
mereka-rnereka yang duduk dalam
pemerjntahan.

. Paham Porticipotory Demooocy
sebatiknya berpendapat bahwa manusja
pada hakekatnya mampu menyeLaraskan
kepenttngan pibadi dengan kepentlngan
sosiat. Penyelarasan kedua macam
kepentingan tersebut dapat terwujud jikaproses pengambilan kepLrtusan
nenyediakan kesempatan setuas-t.tasnya
l.epada mereka untuk mengungkapkan
Lepentingan dan pandanqan mereka.Droses pengambjlan keputusan, ydng
nenyediakan ketompok kepentingan
untuk berperan serta dj datamnya, dapat
menganLarkan ke{ompok-kelompok yang
Derbeda kepentjngan mereka satu sarnatain. Dengan demikian. perbedaan
kepentjngan pun dapat dijembatanj.

Fa)at Aprianij Menbenohi portisiposj politik Rokyot 5S

bahwa citizen porticipation is citizen
power. Bentuk kekuatan rakyat itu adatah
peran serta aLau partisipasi masyarakat,
ormana masyarakar dapat tertibat datam
perubahan sosiat yang memu.skinkar
mereka mendaparlan bagjan keuntungan
dari ketompok yang berpengaruh.

Metalui tjpologinya yang dikenat
dengan DetaDan Talgga partisipasi
l4asyarakat tEight Rungs on the Lodder ofCitizen participotion), Arnstein
rFenjabarkan partjsipasi masyarakat yang
didasarkan pada kekuatan masyarakaI
untuk menentukan suatu produk akhir.
Ditekankan puta bahwa teroapat
perbedaan yang sangat mendasar antara
bentuk parLisjpasi yang bersifat upacara
semua dengan bentuk partjsipasi ydng
mempunyai kek,]atan nyata yang
diperlukan untuk mempeniaruhi hasiL
akhir suatu proses.

. Dua tangga terbawah dikategorikan
seDagat .'nor parljsjpasi, dengan
menempatLan bentuk-bentuk partjsiplsi
yang dinamakan : tt ) terapj dan (2)
manipulasi. Sasaran darj kedUa bentuk
tersebut adatah untuk,mendidik, dan'mengobaLl' masyarakat ydng
Derparttstpasi. Tangga ketiga. keempat
dan ketina dikategorikan sebagai tingkat
'tokenisme . yaitu suatu trngkat
partisipasi dimana masyarakat djdengdr
dan diperkenankan berpendapat. tetapi
mereka tjdak boteh memjhki kemamDuan
untuk mendapatkan jaminan bahwa
pardangan mereka akan djperLimbangkan
oleh pemegang keputusan. Menurut
Arnstein. jika partjsipasi hanya dibatasi
Paoa tlngkatan ini, maka kecjt
kem,lngkinannya ada upaya perubahan
datam.masyarakat menuju'keadaan yang
lebih baik. Termasuk daLam tinekatan
tokenjsm€ adatah {3t penyampaian
rnrormast, (4) konsurrasi dan (5,
peredaman kemarahan.

. Setanjutnya kaLegori tiga tanggateratas adatah tingkaL ikekuasaan
masyarakat'. Masyarakat dalam Lirqkatanrnr memitiki Dengaruh dalam Drosespengambiian keputusan dengan
menjatankan : (6) kemitraan dengan
memiliki kemampuan tawar-menawar
bersama-sama pengusaha atau pada
trngkatan yang lebjh rjnggr, \7 )

Konsepsi Partisipasi politik
l'{enopang Demokrasi ldeal

yang

Rakyat sesungguhnya memitiki

^emampuan untuk mempenqaruhi Droseslotitik negara. sebagaimana Arnstetn
idalam Sirajuddin, 2006) mengemukakan
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pendetegaslan kekuasaan dan (8)

pengawasan masyarakat. Pada tingkat
ketujuh dan kede(apan, masyarakat (non

elit) memitikj mayoritas suara dalam

Sumber: Rivai G.

Detapan tangga PartisiPasi dari
Arnstein ini memberikan pemahaman

kepada kita bahwa terdapat Potensi yang

sangat besar untuk memaniPutasi program
partisipasi rnasyarakat rnenjadl suatu cara
unt,rk lengetabui dan melgurangi
kemampuan masyarakat untuk
mempengaruhi proses Pengambitan
keputusan, termasuk di datamnya adatah
peranan partisipasj politik pubtik di datam
kehidupan demokrasi di lndonesia.

Agak sedikit berbeda dengan
Arnstein, Wjlcok (dalam sirajuddin, 2006

: 126t menbedakan level partisipasi

masyarakat meniadi tima jenis, yaitu (1)

pemberian informasi, (2) konsultasi, (3)

pembuatan keputusan bersama, (4)

melakukan tindakan bersama, dan (5)

mendukung aktivitas yang muncuI atas

swakarsa masyarakat. Menurut Witcox,
pada tevel mana partisipasi masyarakat
akan dilakukan sangat tergantung pada

kepentingan apa yang hendak dlcapai
Untuk pengamb'lan kebijakan sLrategis
yang mempengaruhj hajat hidup orang
banyak tentu masyarakat harus ditjbatkan
secara penuh.Sementara datam
pengambilan keputusan yang bersifat
tekrrs mungkrn pertberian infor masi
kepada masyarakat sudah sangat
memadai.

Partisipasi tidak cukuP hanya
ditakukan segetintir orang yang duduk
dalam lembaga perwakitan karena
institusi dan orang-orang yang duduk di

datam lembaga perwakitan seringkali
menggunakan potitik atas nama

ADMINISTRATIO

proses pengambitan keputusan, bahkr
sangat mungkin memilikj kewenangan
penuh mengeiola suatu obyek kebijakan
tertentu.

ka ut sh Arnstein

l
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E

Ahmad dkk, 2003.

kepentingan rakyat untuk
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memperjuangkan kepentingan pribadi
atau kelompol. ne'e(a sendir'. Part'sipasi
rakyat secara langsung akan membawa
tiga dampak penting, Yakni : Pertama,
terhindar dari petuang terjadinya
manjputasi keterlibatan rakyat dan
memperjelas apa yang dikehendaki
masyarakat. Kedua, memberi nitaj
tambah pada tegitimasj rumusan
perencanaan.semakin banyak jumtah

rnereka yanq tertibat semakin baik, dan

ketiga, meninqkatkan kesadaran dan

keterampilan politik masyarakat.
lslamy t2004) menyata\an Pating

tidak terdapat delapan manfaat yang

akan dicapai jika relibatkal pa'tisipasi
masyarakat datam proses pembangunan,
termasuk di datam potitik, yaitu : (1)

masyarakat akan semakin siap untuk
menerjma dan melaksanakan gagasan

pembangunan, (2) hubungan masyarakat,
pemerjntah dan Legistatif akan semakjn
baik. (3) nasya'akat mempunya:
komiLmen yang L'nggi terhadap instiL.rsi
(4) masyarakal akan memPunyai
kepercayaan yang tebih besar kepada
pemerintah dan tegislatif serta bersedia
bekerjasama dalam menangani tugas dan
urusan pubtik, (5) bita masyarakat telah
memitiki kepercayaan dan menerima ide-
ide pembangunan, maka mereka juga
akan merasa ikut memjliki tanggungjawab
untuk turut serta mewujudkan ide-ide
tersebut, (6) mutu atau kuatitas
keputusan atau kebijakan yang diambit
akan menjadi semakin aik karena
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Tabel 1

Delaoan TinEkat PartisiDasi M ara ur e

8 Xendati Masyarakat l.tLizen Contt olt
Degree of Citizen Power
(Kekuasaan Masyarakat)7 Detegari Kekuasan \DeLegated Power)

6 Kemitraan lPortnershro)
5 Peredarnan (PLocation)

Degree of Tokenism
(Semu)KonsutLas (Consultotion)

3 Penqinformarian (l nf orni ng)
2
1

Teftpi lTheropy)
Manipulasi (l,lonipuiotio,

Non Porticipotion
(Tidak Partisipatif)
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masyarakat turut serta memberikanrrasL,kan. 17t ahan memperLancar
komulikasi dari bawah ke atas dan dari
alas ke bawah. tgt dapat memperta.ca.
KerJa5arna teruLaTa unLuk mengatasi
Tasalah-masalah bersama yang kompteks
oan rumtt.

Seiring adanya kebutuhan akan
pembentukan agensi potjtjh yang dapat
reDln. mendeka[j representasi kepentingan
Dublik atau konstituel sebaqatrrana
teru.al [ebih awal. maka letemDagaanpotjtik demokrasi di lndonesja perlu
djrevitatisasi dengan model yang.1engandalkan tercapainya keseDakatan
ootrtrk rnetalui strategr-strateqi datam
memoangun Jaltnan strategis dari
parttstpasi pL/bljk dan kelompok.kelompol(epentrngan yang beragam di daiam
masyarakat, dengan cara menghadirkan
arau-. mengembangkan terbentuknya
signirjkansj po{itjk sebagat kel,uaranpengrhal dalan pembellLkan,e(embagaan 

Dohrjk
denokraUs.l(e{embagaal politih te;sebut
narus mer',llilt oLorjsasi keojjakar DotitthYang mampL merepresentasikan
,epenttngan ketompoK-ketompok datam-tasyarakat, mengak.ti perbedaal sebagal
hat yang sah datam politlk denokrasi, dans.i(attgus menjalin kesetaraan untuk
membangun soljdantas bersama datam
rangka mencapai kepentjngan publtk.

unsur pentjng dalam strateei modelkelenbagaan potjtjl yang dlmaksud

l1:lbLrl ,l"grus mengandung aoanya
DI'nstp kebebasan dan keseraraan padaoLbtjj. datam artl kala tidak ada
oerbarasan aLas partjsipasi potitik Dubtikoa- rrlenjadikan pandangan mengerai
oenggunaal hak-hak jnoividuat d;lamDo h sebagar sesuatu yang bajk untuk
ouD{t(_ Dengan cara yang demll,jan itu.ererbagaan potjLiL demokrasi pun akan--ar.lDJ nengatasi konfllk kepenIingan
oa1 antagonisme poliLik yang berLembdng
ol masvarakat

PENUTUP

. 
Paparao mengerai hitas batlk

lFrkembangan prakteK demokrasi hingga- .. di lrdonesia oi atas rnenekankan
lDerlukannya modet kelembagaar potitik
/a1g lebth tepaL .tntuk oipergunalan

]DMINISTRAIIO

F4at Aptiari; Menbendhi portisiposi patitik Rokyot 5f

s,:!agai upaya revitahsasr ketembdgaan
oemokrasj lnoonesa, yang mengalaml
hnsrs kepercayaan dari masyarakatl yang

:.:t^!"-C9lh"yg,nerupatan f a^to. pentjrs
Dagr perkenbangan demokrasi yarq leolh
oatk. pr aktek politjK dan kineria
ketembagaan demokrasi yarq diwarnal
otsrokasj-dislokasi politik saat inl menjadl
suatu hal yang jronjs a(ibar terjadi ditengah-tengah optjmjsme banyak Dihak
akan pengharapan idealisme demokrast di
masa konsolidastrya. proseduratisme dan
teknokraLlsme yang n enguaI dj datampraktek dernokrasi di Indonesiamerjadtkan demokraLisasi pLtn
oertangsung datam l.edjstorslan.

_^-Kelembagaan demokrasi yang matnpumenerapkan demokrasi partislDahl
oengan. benar bagi oerulis dapat menjadi
atrernatit pemecahan masatah atas krisisKepercayaan terl.adap demokrasi di
T-1?1f$u: Adanya ketembasaan
oemohrasi yang merrtbarqun ja[nan
sLrategrs dari partisrpasi publili danketompok-kelompok kepenirnqan or
masyaraLat dengan cara menpeiha.gl a.p-embenlukan sj-gnirikalsi p",i'l. v""-g a,satu sjsi mengakLi peroedaan oalampoIttk deTokrasi dan oi sjsj lat,1 rnel]alin
kesetaraal dan membang tn solidantasoersama. akan mdrrpu _er IawabkeDutuhan akar pemberLuLan ieensrpotitrk yang dapat teoih rn"rupr"s"-ntusr
Kepentlngan publik.

Dengan menghllangkan pembata5dn
aras panjsipasi pollrik publik danmenlunjung prrnsip Lebebasan dan

penyelenggaraan de.l,]okrasi di lndonesrapu1 akan mamoJ melemLkan jdwaban
aLas pemecahan masalahnya.
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